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. Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangr-.__
Pemeriksaan Pengelolaan dan' Tanggung ‘Jawab o0
Keuangan -Negara (Lembaran Negara Repubhk:’j’ RIS
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan: i

.Peraturan Pemerlntah Nomor 5 Tahun 2009 ::-tentang-

Lembaran Negara Republik | Indones1a Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang_:

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan S
Pemerintahan Daerah (Lembaran- Negara Repubhkﬁ-.;
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, ’I‘ambahan:“ S

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang ';-..}
Badan Penyelenggara . Jaminan “Sosial (BPJS)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Repubhk_-'__-_._ ol

Indonesia Tahun 201 1 Nomor 5256 )

Undang- Undang Nomor 23 ° Tahun 2014 tentang-'3'._'_._-:-_-__5,:;_:._
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk'_'_:_':-_
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan = . =
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah- beberapa kah dan terakhlr__ G
dengan Undang-Undang = Nomor 9 - 'I‘ahun 2015 e
tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang;-f._"" s

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemer1ntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indones1a 'I‘ahun 2015_-
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk;
Indoensia Normior 5679); et

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ienta:a __
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhkf

Indonesia Tahun 2014 ‘Nomor. 6, Tambahan‘_
Lembaran Negara Repubhk Indones:la N_omor 5494)

Peraturan Pemerlntah Nomor e 109 Tahun;._QO()O;
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah : dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Nega_ra Repubh :
Indonesia ‘Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indones:ta Nomor 4028)

Bantuan Keuangan Kepada : Partal S
sebagaimana telah dlubah ‘beber apa kah .--}terakhlr'
dengan Peraturan Pememntah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran’ Negara, Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan-
Lembaran Negara Repubhk Indonesza Nomor 6177)

Peraturan Pemermtah Nomor 69 Tahun 2010 tentang-r:-'
Tata Cara Pembeman dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan ° Pajak = Daerah = dan Retrxbus;
Daerah(Lembaran Negaia Repubhk Indonesxa Tahun
2010 Nomor - 119, ‘Tambahan’ Lembaran Nega:ra'.__
Republik Indonema Nomor 5161); o
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13.Peraturan Pemermtah Nomcn ’71 Tahun ( _10 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan. (Lemba.ran Neg:
Republik - Indonesm : 'I‘ahun 2010 ‘Nomor-
Tambahan ' Lembaran: Negara Repubhk Indonesza-:_-._' _
Nomor 5165); S : . e

14.Peraturan Pemermtah Nomor 2'7 Tahun 20 14 tentang':.f G
Pengelolaan Barang Milik. ‘Negara/ Daerah’ (Lembaran
Negara Republik: Indonesia Tahun 2014 Nom
Tambahan Lembaran . Negara Repubhk Indon s1a.f_
Nomor 5533) : - e

Tahun 20 17 Nomor 106, Tarnbahan Lembaran
Republik Indonesza Nomor 6057) ST

18.Peraturan - Presxden Nomor 16 Tahun _-_201
Pengadaan - Barang/Jasa Pemermtah -

19. Peraturan | Premden Nomor 33

Dalam Negen Nomor
Standarisasi = Sarana - dan _
Pemerintahan Daerah el

22.Peraturan’ Menter1 Dalam Negen Nomor
2006 tentang Pedoman Pengelo_laan'

Atas Peraturan Menten
Tahun 2006 tenta:ng Pedoman Pengelola
Daerah (Berita Negara Repuhk Indonesm:Tahun 201 1
Nomor 310) o i
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Tahun Anggaran adalah: tahun pelaksanaan APBD yang chmul e
dari 1 Januari sampai dengan 31 Désember tahun berjalan,
kecuali ditetapkan lain daIam Peraturan Perundang undangan e RO
yvang lebih tinggi. S

Perangkat Daerah yang selan_}utnya dlsmgkat PD adalah unsur’:':'f |
pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah- Seti s
dalam menyelenggarakan unsur pemermtahan yang menjadr}_ﬁ:- o

kewenangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang’ selanjutnya d1smgkat::
PPKD adalah kepala satuan kerja . pengelola keuangan daerahji_:
yang selanjutnya disebut dengan kepala: PD - yang. mempunyaayﬂ_'{
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan: bertxndak Sebagalffi‘j

bendahara umum daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang
mempunyai fungsi

pejabat pengelola keuangan daerah

Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selan;utnya dlsmgkat _RKA
PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang ] erisi
rencana belanja program dan keg1 tan
SKPD serta rencana pembiayaan. sebagal dasar penyusunan

rencana pendapatan,

APBD.

Dolkumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selaﬂ_}utnya dlSl_ g_{

DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja  dan
vang digunakan - sebaga_a dasar pelaksanaan’

anggaran oleh pengguna anggaran T : :

pembiayaan

belanja

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelol '
Daerah yang selanjutnya disingkat. DPA*PPKD adalah Dokumen_z

. adélah ' ke'pféla

dan pemblayaan yang digunakan
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran

Pelaksanaan Anggaran badan/dinas/ B1ro
Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah

Dokumen

anggaran.

Rencana Kebutuhan Barang Milik - Daerah yang'se anjutny
disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan
barang milik daerah untuk perlode 1 (satu) tahun

Rencana Kebutuhan Pemehharaa,n Barang Mlhk Daerah yang
selanjutnya disingkat RKPBMD, adalah- dokumen perer}_can_ an
kebutuhan pemeliharaan barang mlhk daerah untuk erlod' :

(satu) tahun.

Pelaksanaan _

Perubahan Anggalan i
selanjutnya disingkat DPPA PD ada_‘iah dokumen yang memuatﬁ
perubahan pendapatan, belanja dan pemblayaan ya,ng d !
sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh.i; penggun
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15. Kerangka Acuan Kerja, yang selanjumya dxsmgkat 'I-

dokumen perencanaan keglatan yang ‘berisikan uralén teniang__ Sl
latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yamg
dibutuhkan, dan hasil yang: dmarapkan dari suam kegiata:n e

Pa,sal 2

Petunjuk Teknis Penyusunan RKA—PD Tahun Anggaran 2021 mehpuu-:.'_:

a. Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan, _da:a '
b. Rencana Kerja dan Anggai ar: Belan;a

Pasal 3 S

Petunjuk teknis penyusunan. RKA—PD sebagmxnana dmaksud dalam

Pasal 2, tercantum dalam Lampiran‘ 1 dan: Lampn‘axl II yan_
merupakan bagian tidak ter p1sahkan ciarl Peramran C}uberﬁm 1111

Pasai 4 |
Peraturan Gubernur ini mulai beﬂaku pada ‘i:anggal dlundangkan

Agar setiap orang mengetahumya memermtahkml pengu

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Bemte{ 'Daerah._-

Provinsi Kalimantan Barat.

~ GUBERNUR KALIMANTAN BARA1

Dmndangkan di | Pontlanak

SEKRETARIS DAERAH o
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

X

A. L. LEYSANDRI | Wi
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR




LAMPIRAN I : '
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2020 L e o
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN PERANGKAT DAERAH . PROVINSI KALIMANTAN =~ BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021 . T

I. Gambaran Umum :

RKA-SKPD adalah dokumen yYailg memuat rencana pendapatan dan
belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan = fungsi
bendahara wumum daerah yang digunakan sebagai “dasar
penyusunan rancangan APBD. - o

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkafé'Dat_ai'éﬁ::_'(RI{A}f:
SKPD) merupakan dokumen perencanaan dan p’erig'a;_l_ggarap:_y_ang'_i'__'__.j_-
memuat rencana target pendapatan dan rencana ‘belanja. untuk -

masing-masing program dan kegiatan serta renbana__'_pemb_iayaaﬁ*

untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai “dengan rincian .

obyek pendapatan dan belanja dan pembiayaan . serta prakiraan
maju untuk tahun berikutnya sebagai dasar penyusunan APBD.,

RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, belanjamenurut ;

program dan Kkegiatan serta memuat informasi tentangurusan
pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya; pr'e'st_asrkerja._ygﬁg'- R

akan dicapai dari program dan kegiatan.

RKA SKPD disusun dengan mempedomani KUA . dan PPAS setelah

disepakati oleh Kepala Daerah bersama DPRD; ménggunakan

pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka' ._Meneng'ahjji'iﬁ)a:er;éh,_jf i e S
penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan Kinerja. RKA -
SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan - penyusunan =~ .

rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan’ jadwal’

‘tahapan

yang diatur dalam Peraturan Menteri tentarig_péddmanj_p‘é’r_;’yuzsun:ah S

APBD yang ditetapkan setiap tahun.

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat
keadaan darurat termasuk betanja untuk keperluan mendesak;
kepala SKPD dapat menyusun RKA :SKPD:dﬂuar_KUAfdaﬁ PPAS.

Pemerintah Daerah menetapkan target pendapatan dan capaian
kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja
perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan’ sub kegiatani ;
yang bertujuan untuk meningkatkan :akiintabﬂitaé’:ﬁ:.p'érei'xcé;ﬁeiéii--g
anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan
anggaran. Program, kegiatan ‘dan sub kegiatan ha rus memberikan -
informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung
dengan keluaran yang diharapkan dari program, kegiatan dan sub
kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek .'indikator,“-_';_to'lokf'}_u'k'u:r:j_'_'_-déir’_i’{l;_'
target kinerjanya. . > Lo R
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lembaga Teknis Daerah
Biro dan UPT menyusun RKA-SKPD memperhatikan hal-hal sebagai
berikut ; ; - TRt e
1. Penyusunan RKA-SKPD menggunakan ‘pendekatan. penganggaran
berdasarkan Kinerja, yang berpedoman pada: . oo
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a. Penyusunan RKA SKPD berdasarkan pad
tolok ukur dan sasaran kmerja

Pelayanan Mlmmal _ S _ :
b. Indikator kmer_;a yaltu ukuran keberhasﬂan yang aka,n ;

dicapai dari

e. Analisis -

“standar bela.nja

memuat ‘informasi i

mengenai’

APBD yang masmg—masmg dlur i ka
rincian obyek Pemblayaan S
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dengan kuanmtas dan kuahtas yang terukur

yeutu

merupakan Urusan Pemermtahan Wa31b yang
setiap warga negara secara mlmmal

dlrencanakan ‘serta. prak1raan maju untuk

Urusan

organlsam standar halga satuaa RKBMD

sesua;l dengan

program dan keglatan yang dlrencanakan,_;-_f_::._::-:.-.-__
meliputi masukan Keluaran, dan Hasﬂ : o i s

merup akan - pen1la.1an '

kewajaran atas beban kerja dan blaya yang dzgunakan untuk
melaksanakan Suatu kegmtan : -




daerah yang chkelola sesual dengan tugas dan fungs1 SKPD
Organisasi memuat nama SKPD selaku PA. :

-0

ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja.

g. Program memuat nama Program yang akan dllaksanakan SKPD_::;. g

dalam tahun anggaran berkenaan.

h. Kegiatan memuat nama Kegiatan yéng akan dﬂaksanakan SKPD :

dalam tahun anggaran berkenaan

i. Sub Kegiatan memuat - Uraian’ Su‘b Kegiatan yang akan':-_f_-:_:;"-__:-:'

dilaksanakan SKPD dalam tahun’ anggaran berkenaan

2. Sasaran kinerja yang ditetapkan, merupakan rencana k1ner}a5-""
sebuah SKPD dalam: rangka melaksanakan tugas dan: fungsi
SKPD, dan atau penugasan pr10r1tas pembangunan nasional

dalam rangka mencapai - tujuan dan = sasaran. Strateglsf-?_'f__f'-”f-'__.'_'f

pembangunan daerah yang dﬂaksanakan oleh SKPD

3. Informasi kinerja yang ada dalam RKA SKPD mehpu‘a

a. Program, sasaran program (1mpact} dan capalan program'

(outcome);

b. Kegiatan, indikator kmerja keglatan (capa;an_ keglatan_
masukan/input kegiatan, keluaran/ ou‘tput keglatan], tolok
ukur kinerja, target kmerja e e 3

c. Sub kegiatan, sumber dana, lokasz sub keluaran'ﬂ;
pelaksanaan. i e

4. Informasi tersebut | merupakan kebljakan kmerj
ditetapkan dan bersifat baku serta menjadl refer'
penentuan aloka51 pendanaannya

a. Kebutuhan anggaran untuk blaya operasmn
sﬁatnya mendasar ' sepertl. aiokam untuk

melalui Gender Analyszs Pathway (GAP
dalam dokumen Gender Budget Statement'f '(_ _BS)
diasistensi oleh SKPD Tekms B o
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a. ARG adalah mggaran yang respon ierhadap kebu’mhan

perempuan dan - laki-laki -yang tujuannya untuk:_:__ﬂ- .

mewujudkan keSEJahteraaxl daﬂ keadilan- gender

b. GAP merupakan . salah satu analisis gender yang perlu--:'_:_ o
dilakukan pada tahapan awal proses” perencanaan dan vemi g

penganggaran responsif gender

¢. GBS adalah dokumen yang mengmforma&kan suatu output S
kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang =~
ada, dan atau suatu biaya telah dialokasikan pada output. = |
kegiatan untuk menangani permasalahan kesejahteraan b

gender.

7. Penyusunan kebutuhan pendanaan untuk: masangumaS‘,lng'_" §
output kegiatan, disusun dalam komponen- komponen: mput;__.-.-__.-f_'f_.'-'

sesuai klasifikasi j Jems belanja dan sumber pendanaan

8. Penghitungan kebutuhan dana komponen mput berdasarkan'_:"_.E_':_'.':jlﬁl'_
pada standar biaya dan/ atau kepatutan ciarl kewagaran harga

apabila tidak diatur dalam standar b1aya

B. Penyusunan RKA- SKPD

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (
menyusun RKA-SKPD  yang - dipimpinnya dalam

penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 202'1. . o e

RKA-SKPD disusun harus mempedomam

1. Surat Edaran Gubernur Kahmantan Barat tentang".:" Pagu‘l
Sementara Tahun Anggaran 2021; L : i

2. Dokumen RPJMD, Renstra SKPD RKPI.) Renja HSKPD
RKBMD, dan RKPBMD : S

3. Petunjuk Teknis Penyusunan RKA: SKPD _ S
4. Standar Biaya, Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, dan
5. Kode Rekening. : '

Selanjutnya  RKA-SKPD: . yarig - telah disusun iersebut ;

ditandatangani oieh plmpman SKPD

telah disusun tersebut d1sampa1kan kepada' Tim "Angg T
Pemerintah Daerah (TAPD) melalul Kepala Bad_an-?'Keuangan*?dan

Barat yang batas tanggal penyampa1annya akan chtet P :
surat Edaran Gubernur tentang Penyusunan RKA SKPD ’I‘ahu_
Anggaran 2021. . Ll s

TAPD dan PPKD.

Apabila terjadi perubahan

antara TAPD dengan SKPD, dllakukan penyesuaian--_ RK
Selanjutnya RKA-SKPD vyang telah’ ‘ditelaah menjad'
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Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Seluruh dokumen pendukung RKA- SKPD tersebut dzatas, d1sa11r1-_
dalam bentuk data eléktronik. dengan- menggunakan program"'} LS

aplikasi yang servernya berada pada PPKD

I1II. Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan

Kepala SKPD menyusun . Rencana pendapatan yang memuat'_.-‘,"f'-.‘_'5 R
kelompok, jenis, obyek, rincian obyek dan. sub rincian: ‘obyek .
pendapatan daerah, yang d1pungut/ dikelola/ d1ter1ma oleh SKPD =~
vang bersangkutan kedalam RKA Pendapatan sesuai. dengan tugas
pokok dan fungsinya, ditetapkan - berdasarkan peraturanf-].',-'_"_"_._

perundang-undangan.

IV. Rencana Kerja dan Anggarén Belanja . -

A. Belanja Operasi

Belanja operasi mempakan pengeluaran anggaran untuk keg1atan_

sehari-hari pemerintah daerah yang memben manfaat 3angka pendek
Belanja operasi dirinci atas jenis | | S
1. Belanja Pegawai

a. Penganggaran untuk gaji- pokok dan tunjangan Pegawai
Negeri Sipil Daerah (PNSD})- dzsesualkan dengan' ketentua
peraturan pemndang undangan serta memperhitungkan
rencana kenaikan gaji pokok dan- tungangan PNSD' serta
pemberian gaji ketlga belas dan tu113 angan han 1‘aya

b. Penganggaran beianja : pegawal untuk G :
pengangkatan Calon PNSD dan Pegawal Pemermtah dengan‘-;
Perjanjian Kerja (PSK) sesueu formas1 Tahun 202_1

c. Penganggaran belanga pegawaz untuk kebutuhan'-" eneuk
gaji berkala, kenaikan pangkat tunjangan'} 1at
mutasi pegawa1 dengan memperh1tungkan

pengembangan cakupan penyelenggaraan '
kesehatan bagl Kepala Daerah/Walﬂljf Kepala -

serta Pimpinan ‘dan- Anggota DPRD; dxbebankan*" ad
disesuaikan dengan 'yang berlaku bag.1 pegawe .Aparat_-" '
Sipil Negara - sesuai . dengan ketentuan' p'eraturan]
perundang- undangan S :
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e. Penganggaran Tambahan Pe’nghasﬂan PNSD harus;'_'
memperhatikan kemampuan keuangan daerah’ dengan”f‘_" %
persetujuan DPRD sesuai dengan - ketentuan peraturanﬂ
perundang-undangan.
Pemberian tambahan penghasilan kepada- pegawai ASN daerah e
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman S
pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan
pemerintah  dimaksud, kepala daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat
persetujuan Menteri Dalam Negeri.

f. Pemberian honorarium meliputi honorarium penanggung jawab
pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan =
honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa -
(UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan’ Pres1den Nomor 38
Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional. :

g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan & perundang-
undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah =
Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor
69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi =
Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan “tugas -
pemungutan Pagak Daerah dan Retribusi Daerah atau- pelayanan N
lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan =
sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasﬁan'f}':
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. ' o

h. Tidak menganggarkan sub kegiatan yang hanya dlurazkan ke |
dalam jenis belanja pegawal, objek belanja honorarium, rinmaﬁf:_
objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarlum ASN

2. Belanja Barang dan Jasa

a. Belanja barang dan jasa dlgunakan untuk menganggarkan;’-}’57
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12- .
(dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan chserahkan'ﬁ_;} R
atau dijual kepada masyarakat/ pihak - ketlga daiam rangka.
melaksanakan program, kegiatan .dan’ sub keglatan S T
pemerintahan daerah guna pencapaian’ sasaran prmrltas daerah = . .
yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait: serta dluralkan '3-__;; i
menurut objek, rincian objek, ‘dan Sub rincian objek '

b. Barang dan jasa dimaksud antara lam bempa belanja barangé ;
pakai habis, bahan/material, jasa. kantor, jasa casuransi; oo
perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaarl-,--* sewa
rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat =~
berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan
minuman, pakaian‘dinas dan atributnya, pakalan ker_}a pakaxan o
khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dlnas perjaianan dinas. -
pindah tugas, pemuiangan pegawai; pemehharaa' jas;
konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (avazlabzlzty payment
lain-lain pengadaan -barang/ jasa’,- _belaﬂja .-Iainnya' ';-yang--;sejems
belanja barang dan/atau jasa' yang . diserahkan kepadaf__
masyarakat/pihak ketiga, - _belan;a barang dan/. atau"jasa yang-
dijual kepada masyarakat atau pihak  ketiga, belan;a beasiswa
pendidikan PNS, belanJa kursus,- pelatlhan, _soszahsasd dan
bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberlan uang yang ey
diberikan kepada plhak ketzga/ masyarakat AR
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c. Penganggaran belanja barang pakai- habls' dzsesualkan'_i-_':"f;'-'_'.___f
dengan kebutuhan nyata  yang didasarkan - atas
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, ‘standar - kebutuhan -
yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, Jumlah pegawa1 o
dan volume pekerjaan serta memperhitungkan . estimasi sisa
persediaan barang Tahun Anggaran 2020  sesuai ‘dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Penganggaran honorarium bagi ASN dan ‘Non - ASN
memperhatikan asas kepatutan kewajaran; rasionalitas -dan
efektifitas dalam pencapa1an sasaran program, kegiatan dan _
sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu: pelaksanaan SRR
kegiatan dalam rangka mencapai target kmer}a keglatan e
dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, Berkaitan dengan hal_ o
tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dibatasi dan . -
hanya dzdasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan
PNSD dalam sub kegiatan memiliki ~peranan  dan -
kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan sub B
kegiatan dimaksud.

e. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dzanggarkan dalam :
kegiatan yang besarannya . ditetapkan - dengan keputusan e
Kepala Daerah. :

f. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagz Pégawa1 L
Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, .. S
pegawai honorer, staf khusus ‘dan :pegawai Iam yang:oo
dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD " sesua:l*i:-_f- )
dengan ketentuan peraturan penmdang—undangan B i

g Pengembangan pelayanan kesehatan di luar i cakupan -
penyelenggaraan jaminan kesehatan @ yang d1sed1akan oleh.
BPJS Keschatan . dalam rangka pemehharaan kesehatan o
berupa medical check up, kepada - B

1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kah;}t_;:
dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri /suamz'_ e
dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan. =
kegiatan pada SKPD yang secara’ fungsional. terkait sesueué
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ' S

2) pimpinan dan - anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kah-{'
dalam 1 (satu} tahun, tidak tezmasuk 1str1/ suami “dan:
anak, dianggarkan dalam  bentuk program ~.dan. e
kegiatan pada’ SKPD ' yang secara fungszonai terkalt:... T
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan G

dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprlorataskan;__
Rumah Sakit Umum Daerah  terdekat, Ru;_nah dSakit o

Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Saklt Gmum Pusat-:-:j :
terdekat. S _
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j. Penganggaran biaya Sertlflk'aSI . atas bar&ng rmhk daerahﬁ-;

h. Penganggaran untuk meng1kut1 pend1d1kan daxl pelatlhan

bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkeut dengan

peningkatan kapasitas bagi:

1) pejabat daerah dan staf pemermtah daerah
2) pimpinan dan anggota DPRD; seérta’

3) unsur lainnya yang dlbutuhkan sesual dengan ketenman

peraturan perundang—undangan

diprioritaskan pelaksanaannya pada rnasmg—masmgﬁi-*f;
wilayah provinsi/kabupaten/kota . = yang.’ bersangkutan G
Penyelenggaraan pendidikan - dan’ peiaﬁhan “bimbingan
teknis atau segjenisnya yang terkait. dengan pemngkatan' S
kapasitas  dilakukan  secara = sélektif, efisiensi  dan

efektifitas  penggunaan  anggaran  daerah  Serta . tertib

anggaran dan administrasi = dengan memperhatzkaﬂ aspekf_ .-
urgensi, kualitas  penyelenggaraan, = muataii = substansi, sl
kompetensi narasumber, kualitas .advokasi . clan pelayananlf.‘-__ﬁﬁ-_l S

penyelenggara serta manfaat yang akan d1peroleh

Dalarmn hal terdapat kebutuhan “untuk menyelenggarakan_--_é'f:l'-:'.'."-:':"

pendidikan dan  pelatihan, blmbmgan tekms, : somallsaSl :
workshop, lokakarya, seminar, ' ‘atau sejenisnya dapat'
diselenggarakan di luar - WIIayah provms;/ kabupaten/ kota i
yang bersangkutan.: : . i

Sehubungan dengah hal tersebut, - dalam rangka memutus‘;ﬁ;;_
mata rantai penularan COVID—19 penerapan protokol_.__.
pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan
normal baru, produktif dan aman - C‘OWD 19 di berbaga
aspek kehidupan, baik  aspek. pemermtahan kesehatan,_-
sosial dan ekonomi, penyelenggaraan ‘rapat, pendldlkan__
dan pelatihan, blmbmgan tekms sosmlzsasx, worksh_
lokakarya, seminar . atau - sejems i lamnya dapat-:
dilaksanakan secara virtual ~berbasis teknolog1 mformaSI I
Dalam  hal penyélenggaraan rapat pend1d1kan__= y
pelatihan, bimbingan . teknis, sosmhsam, wo}* shop,
lokakarya, seminar & atau sejems ia_mnya t1dak “dapat
dilaksanakan secara’ 'virtu'ﬁ berba31s teknoiogl mformasf
dengan pertimbangan  antara lain keterbatasan_.:.: dukunga
sarana dan prasana - teknolog1 dan "’ infomasi; - pelaksanaa
kegiatan rapat, pendidikan . dan peiatihan ~ bimbingan
teknis, sosialisasi, = works'hOp,_ lokakarya '--Semmar atau
sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan® }.i.dengan tetap
memperhatikan  penerapan . protokol pencegahan'_
penularan COVID-19. . o e

1. Penganggaran pemellharaan barang mlhk daerah 'yangg,-.-_-
berada dalam penguasaan  pengelola ba.rang, pengguna; :
barang atau kuasa pengguna- barang berpedoman pada
daftar kebutuhan pemeliharaan : barang, _ sesual dengan
ketentuan peraturan perundangwundangan : -

berupa tanah yang - dikuasai * Pemerintah - Daerah i sesuai.
dengan ketentuan peraturan perundang undangan i

k. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan:f'_:
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1.

daerah dlalokaszkan pada masmg masm' _LSKPD' sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang—undangan ':

Penganggaran b61an_]a per_}aianan dlnas dalam I'angka

kunjungan - kerja dan studi bandmg, balk perjaianan._;.. i

dinas dalam negeri maupun perj jalanan dinas 1uar negeri;

dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah haridan =
jumlah orang dibatasi’ serta memperhatikan ‘target .
kinerja dari perjalanan. dinas dlmaksud sehingga: relevan;_' Lol g
dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil"
kunjungan kerja dan studi banding dﬂaporkan sesua1 ERE

peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja - perjalanan . din'as'” " harus
memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai; dengan blayar_::;_;_j_

riil atau lumpsum; khususnya untuk hai hal sebageu berlkut

1) Sewa  kendaraan dalam kota dlbayarkan sesuau e

dengan biaya - riil. Komponen s Swa ken daraan tersebut.'f

hanya  diberikan untuk gubernur/ Wakﬂ ~gubernur,
bupati/wakil  bupati, - wah ~ kotaf wakll Cwali o koia
pejabat  pimpinan t1ngg1 madya “dan pejaba’c ng
diberikan = kedudukan -atau hak - keuangan dan faszhtas;
setingkat pejabat pimpinan tmggl rnadya A :
2) Biaya transportasi - dlbayarkan ' Sesual dengan bzaya-
riil. o : '

3) Biaya - penginapan’ dibayarkan sesuau dengan blaya'__

riil. o . i
Dalam  hal pelaksanaan perJ alanan dlnas tldak :
menggunakan = fasilitas hotel ~atau tempat pengmapan
1a1r1nya, kepada yang - bersangkutan d1berxkan - bi
penginapan sebesar 30%" (t1ga puluh persen} i
hotel di kota tempat tujuan sesuai’ dengan _tmg
pelaksana per_]alanan : dmas dan dlbayarkan :
lumpsum. R e

4) Uang harian dan uang representasz d1bayarkan

lumpsum. o
5) Biaya Pemeriksaan kesehatan COVID 1"’

masa panderm COVID 19)

Standar satuan b1ay& untuk perjalanan chnas_ dlanggarka
dengan ketentuan peraturan pemndang-undanga

Selanjuinya, penyedlaan alokam anggaran
dinas tersebut . termasuk yang meng1kutsertakan -Non_ N.
Ketentuan perjalanan dinas dlmaksud datetapkan dengan
Peraturan Kepala Daefah ' -

Pengadaan

belanja barang/ Jasa

yang

melaksanakan = program;- kegiatan
Pemerintahan Daerah berdasarkan VlSl

Daerah yang - tertuang - ‘dalam RPJMD dan _
dalam RKPD, dxanggarkan dalam jenis . ~ belanj
dan jasa ‘sesuai dengan ketentuan peratura_ :
undangan. - i :
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Pengadaan belanja barang/ Jasa yang akan dlserahkanﬁ.f'-_-. s
kepada pihak ketiga/pihak" Iam/masyarakat pada “tahun
anggaran berkenaan dimaksud . dianggarkan sebesar R
harga Dbeli/bangun barang/jasa yang. ~akan d1serahkan L
kepada  pihak  ketiga/pihak - lain/ masyarakat -ditambah .
seluruh belanja yang terkait dengan - pengadaan/ pembangunan R
barang/jasa sampai siap diserahkan. T

0. Penganggaran uang untuk d1ber1kan kepada ‘pihak -
ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka AT
pemberian  hadiah  pada  kegiatan yang . bersifat - -
perlombaan, penghargaan atas suatu. prestas1 beasiswa’
kepada masyarakat ., penanganan dampak sosial kemasyarakatan'_ T
akibat penggunaan tanah milik pemermtah daerah  untuk
pelaksanaan pembangunan proyek strategis - nasional = dan O
non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peramran SRR
perundang-undangan, dan / atau TKDD yang' penggunaamya-. RN
sudah ditentukan sesuai - dengan ketentuan peraturan"f SRS
perundang-undangan. S PO

p. Penganggaran belanja barang pakai habis d1sesu'_alkan" R
dengan kebutuhan nyata . yang = didasarkan  atas
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang-"_z
ditetapkan oleh kepala daerah; jumlah pegawal dan volume .
pekerjaan serta memperhltungkan estimasi sisa’ persed1aan';5;_
barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan"
Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri.
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 20 16 tentang Pedornan-f' '
Pengelolaan BarangMﬂlkbaerah SR S

q. Penganggaran beianga barang dan jasa- dalam APBD Tahunj__'_}gj' 3
Angggaran 2021 pada SKPD terkait dan! dlura1kan menurut objek Fa
rincian objek, dan sub rmman objek berkenaan R

3. Belanja Bunga

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bunga cilgunakan
untuk pembayaran bunga utang yang d1h1tung atas kewajlb’”
pokok utang berdasarkan perjanjian pmjamaﬂ sesua:l ciengan
ketentuan peraturan perundang undangan e

Belan_;a bunga antara . lain bempa beianja bunga :utang
pinjaman dan belanja bunga utang: obhga51 B

Pemerintah Daerah yang memiliki - keweg1ban pembayaran bunga’
utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD : Tahun- Anggar
2021 pada SKPD selaku SKPKD dan dlnncz menurut objek nnc1an'
objek, dan sub rincian objek. SR O et

Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PP_K_.
BLUD), belanja bunga tersebut. dlanggarkan pada’ SKPD berkenaan--
dan diuraikan menurut objek, nn(nan ob_] ek dan sub rmcxan Ob_} ek

4. Belanja Subsidi

Pemerintah daerah . dapat menganggarkan belanJa subsmh_
kepada perusahaan/ 1embaga tertentu. yang: menyelenggarakan
pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasa

pelaksanaan Kewajib Pelayanan Umum (Publzc Serm'céf'__-
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Obligation). Belanja Subs1d1 tersebut hanya dzbenkan kepada'___

perusahaan/lembaga  tertentu agar harga Jual dari ‘hasil
produksinya terjangkau oleh masyarakat yang. daya behnya S
terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi =~
tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan ST

dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak

Sebelum belanja subsidi tersebut dlanggarkan dalarn PRI
APBD Tahun Anggarah 2021, perusahaan/lembaga pener1ma R
subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan 1
ketentuan pemeriksaan pengelolaan da:a tanggunglawab B

undangan.

Penerima subsidi sebagai objek pemenksaan bertanggungi_}i ?_3;
jawab secara formal dan material’ ‘dtas’. penggunaan subsidi- o0
yang  diterimanya, . dan  wajib - menyampalkan laporan canEA L

pertanggungjawaban kepada Kepa}a Daerah.

Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyeienggara Sz,stem _:_.':: S
Penyediaan Air Minum (SPAM), pemenntah ~daerah - dapat e
menganggarkan belanja ‘subsidi kepada BUMD - tersebtit . apabﬂa':{f}'-_;--
telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhxmngan dan oo
Penetapan Tarif Air Minum = serta Pemberian - Subsidi: dari .
pemerintah daerah kepada BUMD' penyeienggara SPAM dengan-- e

berpedoman pada Peraturan Menteri: Dalam Negerl Nomor 70 -

Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian. Subsidi dari Pemex:mtah a

Daerah kepada BUMD Penyeienggara Penyed.laan Alr Mlnum

Dalam hal kepala daerah menetapkan tanf lebih kecﬂ dan usulan._ﬁ::g..-.'

tarif yang diajukan ' Direksi BUMD penyeienggara ‘SPAM : yang_ﬁ
mengakibatkan tarif rata-rata hdak mencapai | pemulﬁlan bzay'

secara penuh (full cost recovery),. pemermtah ‘daerah ' harus
menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalm’-_.'_f-r G

APBD setelah mendapat persetujuan dari- dewan pengawas,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menterz Dalam Negem Nomor
70 Tahun 2016. : : _ :

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial =

Penganggaran be}anJa hibah dan bantuan so’sml”" yang;
bersumber dari APBD mempedomanl peraturan Gubernurf
vang mengatur tata cara’ penganggaran ‘pelak
penatausahaan, pertanggung;awaban dan pelaporan;_ sert
monitoring dan evaluasi hibah dan- bantuan sosial,
disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan aya__'"
Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturaﬂ--. "

peraturan perundang undangan Iam d1 bidang' h1bah da:m-'
bantuan sosial, _ S _ S

Belanja hibah juga bempa pembenan bantuan keuangan .-':kepad
partai politik yang mendapatkan kursx d1 DPRD provms1 darl DPRE)_
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kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—"i_f'-_ L
undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada =
partai politik dimaksud sesuai dengan. ketentuan ' peraturan -
perundang-undangan. ' B

Belanja bantuan sosial digunakan untuk - menganggarkan
pemberian bantuan kepada individu, - keluarga,- _"keio'n‘ipl)k' 3
dan/atau masyarakat = yang - sifatnya - tidak —secara  terus : _
menerus dan selektif yang bertujuan untuk mel1ndung1 R
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali - dalam = .
keadaan tertentu dapat berkelanjutan,  yaitu . ‘bahwa
bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran'._ o
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. :

Alokasi  anggaran  belanja  hibah dan '_b‘antuan.“ _sosial -
dalam rangka menunjang .= program, kegiatan . dan  sub .-
kegiatan ~ Pemerintah  Daerah  dicantumkan dalam ~ RKPD ' =
Tahun 2021 berdasarkan ' hasil evaluasi Kepala -~ SKPD
atas usulan tertulis dari calon = penerima . hlbah cdan .
bantuan  sosial, kecuali ditentukan lain sesual _dengan .
ketentuan peraturan perundang-undangan S

B. Belanja Modal :

Belanja modal digunakan untuk: menganggarkan pengeluaran yang’:l. e
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lalnnya-
pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria : : el

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua be}as) bulan
2) digunakan dalam kegiatan pemermtahan daerah dan :

3) batas minimal kapitalisasi aset tetap

Batas minimal kapitalisasi aset tetap d:atur dalam Peraturani-:'
Kepala Daerah. _ e I

Nilai aset tetap yang d1anggarkan dalam beianja modal tersebut'i'_7'-_3:-'-"-__'.'
adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh
belanja yang terkait dengan pengadaan / pembangunan aset 'sampa;-_'__ BN
aset siap digunakan sesuai = dengan: ketenwan peraturan’_f:_. o
perundang-undangan. : e

Selanjutnya, kebijakan pénganggéran i belanja _ ' modal -
memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;- o e s

a) Pemerintah daerah -harus memprzorltaskan alokam be anja
modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk. pembangunan _
dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkeut langsungfj__'
dengan peningkatan pelayanan pubhk serta pertumbuhan
ekonomi daerah. . _ _ S

b) Belanja modal disinci menurut objek bézanja-yénﬁgféer'diﬁ_,_étafs’js.
1) Belanja modal tanah; BT

belanja modal tanah d1gunakan untuk menganggarkan tanah'.' o
yang diperoleh dengan maksud untuk dlpakal dalam kegzatal
operasional pemerintah daerah dan dalam kond181 Siap dlpakal

2)..belanja. modal ﬂprnigfan dan mesn‘l, o
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belanja modal peralatan | dan . mesin "'digﬁnakéﬁ' untuk
menganggarkan peralatan dan mesin mencakup ‘mesin -dan"

kendaraan bermotor, alat elektronik,  inventaris kantor, dan -
peralatan lainnya yang  nilainya  signifikan’ dan' - masa
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi -

siap pakai. '

3) belanja modal bangunan dan gedung;

belanja modal gedung dan bangunan digunakan - untuk
menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh
gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan
dalam kondisi siap dipakai.

4} belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan,;

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk

menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jé}ar_;,.
jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah

serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh - pemerintah - daerah dan--'_.'_"'f.

dalam kondisi siap dipakai
5) belanja aset tetap lainnya;

belanja aset tetap lainnya digunakan untuk’ menganggarkanﬂf

aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat -
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan;_. o
huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk keglatan:__:_.:.'_

operasional pemermt&h daerah dan dalam kond131 szap d1pakau

6} Belanja modal aset tidak berwujud;

Belanja modal aset tidak ber"wuju'd dzgunakan untuk
menganggarkan aset tetap yang  tidak - memenuhi krzterza___i'.: L
aset tetap, dan harus disajikan di pos aset 1amnya sesuaz_f.-._._'

dengan nilai tercatatnya

7} belanja aset lainnya;

belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset‘ g
tetap vyang tidak memenum kriteria —aset - tetap, ‘dan- harus’- S

disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

c) Segala biaya yang dikeluarkan _setelah perolehan awal aset tetap;._:'.::-:i-.:-'-" :

(biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang - memenuh1 batas mmlmai}if
kapitalisasi aset, dan memperpanjang  masa: ‘manfaat atau yang
memberikan manfaat ‘ekonomi dimasa yang ‘akan- datang dalam’

bentuk peningkatan kapasitas, atau’ penmgkatan mutu produksa?ir;
atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam beianja modaij'[_-'-_:' e

sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang undangan

d) Pengamggaran pengadaan tanah . untuk kepentmgan : umum : ';

sesuai dengan ketentuan peraturanpemndang»undangan

Penganggaran pengadaan barang mzhk daerah dﬁakuka_n sesual_"__'_.
dengan kemampuan  keuangan  dan kebutuhan o daerah

berdasarkan prinsip efisiensi, efektif; transparan “dan terbuka,:--_ .
bersaing, adil, dan ‘akuntabel dengan mengutamakan produk;.-_i-_'_-_'_

dalam negeri.
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Penganggaran pengadaan dan pemehharaan barang mlhk daerah e
didasarkan pada perencanaan kebutuhan @ barang’ milik daerah'_{--j'f*-___."f'f
dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik *daerah lyang
disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas
dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah. yang ada. -
Selanjutnya, perencanaan kebutuhan  barang = milik daerah
merupakan salah satu dasar bagi SKPD . dalam ‘pengusulan -
penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang -
baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta pényusunan -
RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan  barang  milik  dderah -
dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan =
dan/atau standar harga, penetapan standar - kebutuhan - oleh -
kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang~— .
undangan. :

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya_--'_.-3

juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja.
pemerintah  daerah - sesuai dengan ketentuan ' pelaturan:'_-}-i Er
perundang-undangan. ' SRS

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk- satuan- - .
biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar =
satuan biaya pengadaan kendaraan = dinas, . satuan. - biaya .
pemeliharaan kendaraan dinas dan - satuan b1aya pemehharaan Sl
sarana kantor sesuai dengan ketentuan . peraturan pemndang— N
undangan. : : : g

C. Belanja Tidak Terduga :

Penganggaran belanja t1dak terduga- dllakukan ‘secara’ raswnal':_-*g'-'__:}-.__'fi: '
dengan mempertimbangkan realisasi Tahun’ Anggaz:an 2020 dan:
kemungkinan adanya kegiatan- kegzatan yang sifatnya tidak dapat'
diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemermtahj-
daerah di luar kendali Pemenntah - Daerah  dan pengeluaran
daerah lainnya yang  apabila: chtunda- akan memmbiﬂkan'
kerugian yang lebih besar bagi Pemenntah Daerah da.n/ ata
masyarakat serta amanat peraturan perundang—undangan serta“.}
pengembalian atas kelebihan  penierimaan daerah tahun-tahun-
sebelumnya, Belanja tidak terduga merupakan belan_]a 3'ur'1tuk'-'
mendana; keg1atan yang S1fatnya tzdak blasa ata_' ' '

bencana,
bencana  sosial dan/atau ke;adlan _: 1uar b1asa,
sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan sublic
pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kebut ih
mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam’ bentuk progfam-
kegiatan dan sub keglatan pada Tahun Anggaran 2021 L

Pengeluaran untuk keperluan mendesak mehput;

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarak”t?
yang anggarannya belum’ tersedza dalam tahun anggaran bergalan,

2) belanja daerah vang bersﬁat mengzkat dan belanja yang )
wajib; : o e

3) pengeluaran daerah yang be1ada dﬂuar kendah pemermtah daerah
dan tidak dapat dlpredzkszkan sebelumnya, serta " _ama_na
peraturan pemndang-undangan dan/ atau o LR
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4) pengeluaran  daerah. lainnya - Yang apabﬂa dltunda akan .
menimbulkan kerugzan yang lebih - besar bagl pemermtah daerah'f_::_'_f’:_
dan/atau masyarakat. - i L

Kriteria keadaan darurat dan - keperluan '-'.-nie'hd_e_sak'_'_'din*'iak_suc{ EER
ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021,
Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalianatas -
kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat ‘tidak = -
berulang yang terjadi pada tahun sébelumnya. -Se]anjutnya,- R
pengeluaran untuk mendanai' ' : : .

a) keadaan darurat d1 luar kebutuhan - tanggap darurat bencana,"'_f_;_'":' i
konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, dlgunakan sesuai”' SR
dengan ketentuan peraturan. perundang—undangan o e

b} keperluan mendesak; dan/ atau

¢} pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penenmaan daerah
tahun-tahun sebelumnya; _ . .

yvang belum tersedia anggarannya dan/atau .tid.'a.k. cukup .'t"'ei‘é'é'(::.hé;g .
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu da1am RKA SKPD
dan/atau Perubahan DPA SKPD. ' S SRS

Dalam hal belanja tldak terduga tidak’ mencukupl, menggunakan TN
a} dana dari hasil penjadwalan ulang capalan program kegiatan dai"." :
sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembzayaan dalam tahun:-'_:._ L
anggaran berjalan; dan/atau kS e ] e

b) memanfaatkan kas yang tersed1a

Anggaran 2021 atau- dltampung dalam’ LRA bag1 pem ds
yang tidak melakukan: perubahan AP}BD Tahun Anggaran 2021 G

Selanjutnya, beianja tldak terduga diuraikan menurut objek r1nc1a
objek, dan sub rincian- objek o I T

D, Belanja Transfer :
1. Belanja Bagi Hasil Péjak R
a. Penganggaran dana bagi hasﬂ pa_}ak

bersumber dari pendapatan pemermtah provmsz -'-kepada-
pemermtah kabupaten/ kota d1anggarkan dalam A

daerah pada Tahun Anggaran ; '
pelampauan target Tahun Anggaran 2020 oy :
direalisasikan  kepada _pemerintah kabupaten’/kotai_
ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
atau dicantumkan dalam LRA" bagl Pemerintah Daerah yang

tidak melakukan Perubahan APBD 'I‘ahun Anggaran 2021 -

KARG FERANGKAT DARRAH I
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b. Penganggaran déu’ia ‘bagi - hasil yang bersumber dan_-

retribusi daerah Provmsz ‘dilarang - untuk dlanggarkan:__ f;
dalam  APBD . Tahun Anggaran . 2021 sesual dengan ST

ketentuan peraturan pemndang—undangan

¢. Dari aspek teknis penganggaraﬂ belanja bag1 hasﬂj_’-_;
pajak daerah dan retribusi daerah dari- pemermtah provms;’,:-}j'_; e
kepada pemerintah kabupaten/kota dan belanja' bagi .
hasil pajak daerah dan retfibusi daerah’ darl pemermtah_'f?f{ .
kabupaten/kota kepada pemerintah  desa dalam “APBD o
harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah’

kabupaten /kota dan pemermtah desa selaku penerima

sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak. daerah' n

dan retribusi daerah sesuai kode rekenmg berkenaan

2. Belanja Bantuan Keuangan

a. Belanja bantuan keuangan dari pemermtah daerah kepada._.:f_':__
pemerintah daerah  lainnya -dapat d1a_11ggarkan dalam .

APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
alokasi belanja yang d1waj1bkar1 oleh peraturan perundang :
undangan dipenuhi = oleh pemerlntah daerah .__;:dalam'r--_..
APBD Tahun Anggaran 2021 :

Belanja bantuan keuangan tersebut harus d1dasarkan =
pada pertimbangan untuk - menga‘cam - :
fiskal, membantu pelaksanaan urusan: "pemermtahan;_.
daerah yang tidak tersedia. dan/atau mener1ma3manfaat'-
dari pemberian bantuan keuangan ‘tersebut
rangka ker;asama ~antar - daerah sesuai kemampuan'
keuangan masmg masmg daerah s

pendapatan daerah Jumlah pendud‘uk. Juml |
miskin, hlas Wﬂayah 1ndeks kemahalan

‘bersifat

khusus d1tetapkan
dahulu oleh pember1 bantuan L

bantuan keuangan ~harus’ d1uralkan _
pemerintah daerah selaku penenma bantua_n :

kode rekening berk:enaan

3. Lain-lain :

a.

pe qe?‘mur
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Kalimantan Barat.

Pengalokasian anggaran ke dalam _]ems belanja agar_' S

mengacu kepada =

1) Peraturan Gubernur Kallma'ntaﬁ ‘Barat tentang
Kebijakan Akuntansi Berbaszs Akrual Pada Pemermtah '
Provinsi Kalimantan Barat; :

2) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Kode '
Rekening Anggaran Pendapatan dan ‘Belanja Daerah :
Provinsi Kallmantan Barat Tahun Anggaran 2021;

3) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentaﬂg Standar |
Biaya Tahun Anggaran 2021, -

Pada SKPKD disusun RKA- SKPD

RKA-SKPD memuat program, kegiatan, dan sub keglatan:'fff

yvang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD dan SKPKD

Pemerintah daerah tidak dlperkenankan untuk G
menganggarkan belanja tali asih kepada - PNSD da.n
penawaran kepada PNSD yang ‘pensiun -dini dengan uang;
pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukurn yang

melandasinya.

Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan Ianjutan yang
tidak selesai pada Tahun Anggaran 2020 dengaﬂ::.}__f--;_-_:_:__-.- g

menggunakan Dokumen Peiaksanaan Anggaran Lanjutan
SKPD (DPAL-SKPD)} dengan berpedoman pada_‘f_?asal 138

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13! Tahun 2006,__
sebagaimana telah diubah- beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam - Neger1 Nomor 21 Tahun 201

dengan memperhatikan hal-hal sebageu berxkut

1) Pendanaan kegiatan }.anjutan menggunakan SlLPA

Tahun Anggaran 2020.

2) Dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaanj;Anggaranﬁ_.
Lanjutan SKPD (DPAL—SKPD} ‘Tahun Anggaran 202 1_5;
sesuai sesuai dengan ketenman peraturan pe 12

3) DPAL-SKPD dxsahkaﬂ ~oleh. 'PPKD sebagai--' dasar
pelaksanaan anggaran dan dalam rangka pén'yf les
pekerjaan sesual ketentuan peraturan perundang

4) Untuk penetapan Jurnlah anggaraﬂ yang dzsahkanf_
dalam DPAL SKPD masxngﬁmamng dllakukan Sebagal;’
berikut: _ _ S

penyebab _:.:_:_. K

: terhadap

a) Penelma,n

Apabﬂa keterlambatan
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Pengguna Ba:rang/ Jhise maka "
kan, . sehingga - keg1atar1 yang ‘belu
dlanggarkan kembah sesuau ketentuan yang berlaku

b) Jumlah anggaran yang chsahkarl dalam DPAL setelah'-';_f"_:_::;

terlebih dahulu dilakukan: pengujzan terhadap

i. Sisa DPA-SKPD yang belum dzterbﬂ:kan SPD'IZI'
dan/atau  belum _(:_11terb1tkan SP2D Tahun
Anggaran 2020 atas kegiatan yang bersangkutan o

ii. Sisa SPD yang belum d1terb1tkan SPP SPM atau'-_ -

SP2D Tahun Anggaran 2020 dan e

iii. SP2D yang belum dluangkan

f. Penganggaran beban belanJa atas’ pelaksanaan kegza‘can_'}'-::_._-’_-'--
lanjutan yang telah dituangkan - ‘dalam = DPAL-SKPD"
dimaksud, agar dztampung kembali d1 dalam perubahan et o
APBD Tahun Anggaran 2021 pada anggaran belanga--.-_'. ST

langsung SKPD berkenaan

g. Kegiatan yang dapat’ d1buatkan }DPAL harus memenuhl;
kriteria bahwa’ kegzatan “tersebut tldak selesau sesuai

dengan jadwal . yang dltetapkan dalam perjan_]lan;j
pelaksanaan pekerjaan/ kontrak aklba‘t di 1uar kendall-"
penyedia barang/Jasa dan pengguna barang/Jas'_"“;_ C.
majeure). : Dl

h. Pergeseran aﬂggaran kegzatan
1) Dalam rangka tertib pengelolaan admlmstram di :B:dang:.:_

Anggaran, maka untuk kegiatan. ya_ng sudah dzterbltkan"f
Surat Penyedlaan Dana (SPD) nya tldak dapat unt

a) Belanja- Menglkat adalah mezupakax;-'
dlbutuhka:a secara terus menerus

yang cukup untuk keperluan setaap
tahun anggaran yang bersangkutan
ketentuan peraturan perundang—undangan

b)

Belanja '_ Wajib adaiah untuk
dasar . masyarakat
kesehatan - dan/ atau
kepada plhak ketiga sesuau denga_n_

perundangwundangan

¢) Belanja Darurat
kriteria- sebagaa berﬂ{ut

- bukan merupakan kegzatan nor_ a k
pemerintah - daerah dan tldak-_'.'__}z-dapat dzpred1ks1z-.

sebelumnya
HARD PERANGHAT DABRAH _ :’_7 . Py i
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- tldak dzharapakan ‘terjadz secara

- berada dz hxar kenda_h dan pengaruh
daerah; dan _j'-i' : o

wmemlhkll dampak yang : mgmfzkan terhadap'j;.j '

anggaran dalam- rangka pemuhhan -
dzsebabkan oleh keadaa:n darurat & E

sesuai dengan ketentuan peraturan
undarigan. T :

d) Belanga Mendesak mencakup

mprogram keg1atan dan sub keg1atan
dasar masyarakat yang angggarannya_

TAPD pada keg1ata:ﬂ keg1atan pnorztas daerah laznnya




LAMPIRAN I1

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020 Lo - _
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

I. FORMULIR RKA - PENDAPATAN SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RKA -
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN -
' SKPD

Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran ...

Organisasi P OX-XX XXX X-XXLKX

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Rincian Penghitungan | Jumlah
Uraian | Volume/ | satuan . Tarif/ - - (Rp) .
' Koefisien Harga | . . . =
1 2 3 4 5. [6=(3x5
XX | x|xx Xx | xx
X | xX|x|=xx XX | xx
X[ X|x|xx XX | xx
X[ x| x|xx XX | xx
XX |x|=xx XX | xx o
Jumlah
ceeens, tanggal.L

Kepala SKPD - |

(tanda tangan) .- A 5

(nama -1eﬁgkap) -~ _
NIP. SR

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil ]
Pembahasan '
1

2

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No Nama NIP Jabatan | Tandatangan
2
Dst
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Cara Pengisian Formulir RKA-PENDAPATAN SKPD

Formulir RKA-PENDAPATAN SKPD sebagai formulir untuk menyusun
rencana pendapatan satuan kerja perangkat daerah dalam . tahun
anggaran yang direncanakan. Oleh karena itu nomor kode rekening dan
uraian nama kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian . objek
pendapatan  yang  dicantumkan dalam  formulir -~ RKA-PENDAPATAN.
SKPD disesuaikan dengan pendapatan tertentu yang akan dipungut  dari
pelaksanaan tugas dan fungsi satuan  kerja perangkat  daerah
sebagaimanana ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Untuk -
memenuhi azas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan rencana
pendapatan yang dianggarkan, pengisian rincian penghitungan . tidak
diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur. .
a. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

b. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama: :=sad:1.wu‘1é s o
kerja perangkat daerah. e

c. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, keiompok jenis,
objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan satuan kerja- S
perangkat daerah, : AT RNt

d. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uralan nama akun, kelompok Jenls ob;ek: o
rincian objek dan sub rincian objek Pendapatan. o

e. Kolom 3 (koefisien/volume) diisi dengan jumlah target dar1 sub r1nc1an5 E
objek pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah kendaraan bermotor, _
jumlah liter bahan bakar kendaraan bermotor, jumlah tingkat hunian =~
hotel, jumlah pengunjung restoran, jumlah kepala keluarga, jumlah pasien, . .
jumlah pengunjung, jumlah kendaraan yang mémanfaatkan lahan parkir,
jumlah bibit perikanan/pertanian/ peternakan/kehutanan/perkebunan
jumlah  limbah yang diuji, jumlah kios/los/kakilima, jumlahé.' e
pemakaian/penggunaan sarana olahraga/gedung/ gudang/lahan milik ©
pemda, jumlah unit barang bekas milik Pemerintah Daerah yang. dijual,
jumlah uang yang ditempatkan pada bank. teztentu ‘dalam - bentukf”': S
tabungan atau giro, jumlah modal yang disertakan atau cinnvesta51kan

f. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari. target sub 1‘11’101&1‘15':: :'.'::j
objek yang direncananakan seperti unit, ‘waktu/ 3am/har1/bu1an/
tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran ist dan sebagamya LRt

g. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan  tarif pajak/retmbum ataujf-*'
harga/nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya ‘tingkat suku
bunga, persentase bagian laba, atau harga atas pen_;ualan barang;i__f{'
milik daerah yang tidak dipisahkan. o s e

h. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan Jumlah pendapa‘can yang dlrencanakan5-:_..-_-:.;_-'
menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek ‘dan’ sub rincian objek -
pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap sub rincian’ ob;ek yangj;'-."_.-:_:_-f;_'.-:;'
dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5. S B

i. Formulir RKA-PENDAPATAN SKPD merupakan mput data untuk?-_-""i
menyusun formulir RKA - SKPD. ' : R R

j. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan” pembuatan formulzrf:‘_”:_':..}_-j_f:
RKA-PENDAPATAN SKPD, dengan mencanturnkan 'nama Jabatanff. e
Kepala SKPD. | |

k. Formulir RKA-PENDAPATAN SKPD dztandatangam oleh Kepala SKPD'-E
dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor mduk pegawal B

I. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA- PENDAPATAN_E-}';_
SKPD oleh tim anggaran Pemerintah Daerah. Apabﬁa terdapat catatan dari
hasil pembahasan oleh tim anggaran = Pemerintah Daerah untuk; e

mendapatkan perhatian Kepala SKPD ‘dicantumkan dalam bans catatan?'-_“i__* .
hasil pembahasan. . _ : .
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m. Seluruh anggota tim anggaran Pemerintah ‘Daerah menandatanga.m '{..; |
formulir RKA-PENDAPATAN SKPD yang telah dlbahas yang dllengkapaz. e

dengan nama, NIP dan jabatan.

Formulir RKA-PENDAPATAN SKPD dapat diperbanyak sesuai denganE .'

n.
kebutuhan. _ _

o. Apabila formulir RKA-PENDAPATAN SKPD lebih dari satu haia'rrian,-makaf |
pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari - rincian’
anggaran pendapatan satuan kerja perangkat daerah serta pengisian nama -
ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan ‘Kepala' “SKPD .
ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut' e
halaman. |
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Cara Pengisian Formulir RKA - BELANJA SKPD

Formulir RKA - BELANJA SKPD merupakan formulir reka.ipi'tulési:.

dari seluruh program dan kegiatan satuan kerja perangkat ‘daerah
yang dikutip dari setiap formulir RKA - RINCIAN - BELANJA - SKPD

(Rincian  Anggaran Belanja menurut Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah).

a. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

b. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
satuan kerja perangkat daerah.

¢. Kolom 1 (kode urusan) diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan.

Kolom 2 (kode sub urusan) diisi dengan nomor kode bidang urusan
pemerintahan.

Kolom 3 (kode program) diisi dengan nomor kode program.
Kolom 4 (kode kegiatan) diisi dengan nomor kode kegiatan.
Kolom 5 (kode sub kegiatan) diisi dengan nomor kode sub kegiatan.

. Untuk nomor kode program, kegiatan dan sub kegiatan pada huruf f, g dan -
h tersebut di atas disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Kolom 6 (uraian) diisi dengan uraian nama urusan pemerintahan, nama

sub urusan, nama program dan nama kegiatan yang selanjutnya diikuti
dengan penjabaran uraian sub kegiatan untuk mendukung terlaksananya - |
program dan kegiatan dimaksud.

j. Kolom 7 (sumber dana) diisi dengan sumber dana dari masingmasing
program dan sumber dana dari masing-masing kegiatan serta sumber dana
dari masing-masing sub kegiatan. S

k. Kolom 8 (lokasi kegiatan) diisi dengan nama lokasi atau tempat setiap - :
kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa namaj R
desa/kelurahan atau kecamatan. L

I. Kolom 9 (jumlah T-1) diisi dengan jumlah menurut program, 'k'eg1at'an 'daii g
sub kegiatan yang telah dilaksanakan 1 tahun sebelumnya dari tahun yang o -
direncanakan. Kolom ini diisi apabila program, kegiatan dan sub’ kegmtair L
tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hal program, kegiatan'
dan sub kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan. merupakani :
tahun pertama kolom 9 tidak perlu diisi. :

m. Kolom 10 (belanja operasi}) diisi dengan jumlah . belan}a operas1 per'
program, per kegiatan dan per sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam =~ -
tahun yang direncanakan. Jumlah belanja operasi per program merupakan
penjumlahan dari seluruh jumlah belanja operasi per kegiatan' yang'__"._;._:E
termasuk dalam program dimaksud. Selanjutnya, jumlah belanja operasi = -
per kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja operasi -
per sub kegiatan yang termasuk dalam kegiatan dimaksud, sedangkanf SN
untuk jumlah belanja operasi setiap sub kegiatan merupakan jumlahf-
belanja operasi untuk mendukung pelaksanaan masmgumasmg subj'_'_'_.-'-_}
kegiatan. : i

i

bR o

ok
H

n. Kolom 11 (belanja modal) diisi dengan jumlah belanja modal per prograrn e
per kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun'yang =
direncanakan. Jumlah belanja modal per program ‘merupakan |
penjumlahan dari seluruh jumlah belanja modal per - keg1atan yang
termasuk dalam program dimaksud. Selanjutnya, jumlah belanja modal -
per kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja modal =~
per sub kegiatan yang termasuk dalam kegiatan dimaksud, sedangkan .
untuk jumlah belanja modal setiap sub kegzatan mempakan 3umlahi_'.'_.-*f:f o
belanja modal untuk mendukung pelaksanaan masmg masmg sub5

kegiatan.
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. Kolom 12 (belanja tidak terduga) diisi dengan Jumlah beianja txdak terdugag = e
per program, per kegiatan dan sub kegiatan yang akan dllaksanakan dalam -
tahun yang direncanakan. Jumlah belanja tidak terduga per program -

merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belz—m}a tidak terduga per

kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud. Selanjutnya; jumlah |

belanja tidak terduga per kegiatan merupakan penjumlahan dari selurah
Jjumlah belanja tidak terduga per sub kegiatan yang termasuk dalam
kegiatan dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja tidak terduga setiap
sub kegiatan merupakan jumlah belanja tidak terduga untuk mendukung
pelaksanaan masing-masing sub kegiatan.

. Kolom 13 (belanja transfer) diisi dengan jumlah belanja transfer per

program, per kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
tahun yang direncanakan. Jumlah belanja transfer - per -program

merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja transfer per kegiatan - |
yvang termasuk dalam program dimaksud. Selanjutnya, jumlah bélanja

transfer per kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja -
transfer per sub kegiatan yang termasuk dalam kegiatan dimaksud, °

sedangkan untuk jumlah belanja transfer setiap sub kegiatan: merupakan R :

jumlah belanja transfer untuk mendukung pelaksanaan masing- masmg
sub kegiatan. -

. Kolom 14 (Jumlah T} diisi dengan jumlah menurut program, kegiatar -_'dan? o

sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. - |

Jumlah program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah kegiatan

yang termasuk dalam program dimaksud. Selanjutnya, Jumlah kegiatan

merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah sub kegiatan yang termasuk -
dalam kegiatan dimaksud, sedangkan untuk jumlah setlap sub kegiatan =
merupakan penjumlahan dari seluruh kelompok belanga untukj.

mendukung pelaksanaan masing-masing sub keglatan _

. Kolom 15 (jumlah T+1) diisi dengan jumlah menurut program, kegmtan d&mE e
sub kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun berikutnya dari tahun yang =~
direncanakan. Kolom ini diisi apabila program, kegiatan. dan’ sub keg1atan' SRR
tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hal’ program, kKegiatan -
dan sub kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan mempakan:

tahun terakhir, kolom 15 tidak perlu diisi.

. Baris jumlah pada kolom 9,10,11,12,13,14 dan’ koiom 15 diisi dengan?'.-':_-_.
penjumlahan dari seluruh jumiah ‘program yang tercantum dalam kolomi-f;_-:--'

9,10,11,12,13,14 dan kolom 15.

Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formu}u RKA - |

BELANJA SKPD, dengan mencantumkan nama jabatan’ Kepala SKPD

. Formulir RKA - BELANJA SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD denganf_"'.: ._

mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.

. Formulir RKA - BELANJA SKPD dapat. dzperbanyak sesual dengané_-‘-:.':

kebutuhan,

. Apabila formulir RKA - BELANJA SKPD lebih dari satu halaman padaéf--_f

halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai‘dari rekapltulaSJ, anggaran;'
belanja berdasarkan program dan keglatan serta penglsian nama. ibukota, -

bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan Kepala' SKPD dztempatkan pada?:_.-_-_.

haiaman terakh1r dan setiap halaman diberi- nomor urut halamafl
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Cara Pengisian Formulir RKA —~ RINCIAN BELANJA SKPD'

Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD d1gunakan untuk merencanakan? '
belanja dari setiap sub kegiatan dalam sebuah kegiatan yang diprogramkan.

Dengan demikian apabila dalam 1 (satu) program terdapat 1 (satu) atau lebih

kegiatan maka setiap kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) atau lebih sub kegiatan,
dituangkan dalam formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD masingmasing.
Pengisian Objek, Rincian Objek Belanja, dan Sub Rincian Objek belanja agar
mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk
memenuhi azas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja,
pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan
ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum.

a. Tahun anggaran  diisi dengan tahun anggaran . . yang
direncanakan.

b.  Baris kolom Urusan Pemerintahan diisi dengan - nomor kode =
urusan pemerintahan dan nama wurusan Pemerintahan Daerah'_

yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. "

c. Baris kolom Bidang Urusan Pemerintahan - diisi dengan nomof R

kode bidang wurusan pemerintahan dan nama . bidang: _urusan ;
Pemerintahan Daerah vyang dilaksanakan sesuai ._-'_ciengan' tugas'
pokok dan fungsi SKPD, :

d. Baris kolom Program diisi dengan nomor kode program' dan5

nama program dari kegiatan dan sub kegiatan yang berkenaan5 e

Program merupakan bentuk instrumen. kebijakan - yang ‘berisi 1

(satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh  satuan kerjaf
perangkat daerah atau masyarakat yang- d1koord1na81kan ~oleh
Pemerintah  Daerah = untuk  mencapai _sasar_an ' dan tujuan Do

pembangunan Daerah. N : S
e. Baris kolom Sasaran program (impact) diisi dengaﬁ' : pér'_ljelagsé_mf

dari sasaran program yang diharépkan : Sasaran - Program
(impact) merupakan kondisi yang  ingin- “diubah bempa ‘hasil o
pembangunan/layanan = yang diperoleh dari penc:apa1an hasﬂ"‘-]_:

{outcome} beberapa program.

f. Baris kolom Capaian program (outcome) -diisi- dengan pen}eiasanf e
dari capaian program yang .diharapkan 2 Capa1an Programé"
(outcome) merupakan . keadaan yang = ingin dacapal ataui_:___.:_._:
dipertahankan pada penerima manfaat’ dalam - periode waktu"

tertentu yang  mencerminkan berfungsmya ':' keluaran darz-é_
beberapa kegiatan dalam satu program. - o =

g. Baris kolom Organisasi diisi dengan -nomor kode peraﬁg’katé:}f-

daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.

h. Baris kolom Kegiatan diisi dengan nomor kode keglatan dan'é
nama kegiatan dari sub kegiatan yang berkenaan. Kegmtanf'ﬂl’:.'_f--’_

merupakan bagian dari program yang dllaksanakan oleh’ 1 (satu)
atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagal bagzan
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu: program ‘dan terdir
dari sekumpulan tindakan pengerahan . sumber daya balk yang?'.
berupa personil atau sumber -daya manusza, : barang modal'
termasuk peralatan dan- teknologi, --dana, = atau - kombmam ‘dar
beberapa atau semua jenis sumber  daya tersebut sebagaz“i :

masukan untuk  menghasilkan - keiuaran__'_::_ : daiam bentuk

barang/jasa.

i. Baris kolom Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat
daerah dan nama satuan kerJa perangkat daerah L
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Baris kolom Unit Orgamsa51 d1181kan dengan :
perangkat daerah dan nama unit satuan kerja perang

Baris kolom Alokasi Tahun T-1. d11s1kan dengan alokasi anggaran i
kegiatan yang telah' dilaksanakan . “tahun Sebelumnya dari
tahun yang direncanakan. -Alokasi. Tahun Tl Adniti apabﬂa’ G
kegiatan tersebut daselesmkan iebﬁl dan satu  tahun. _:iDalam hal oo
kegiatan tersebut dalam . tahun . yang dlrencanakan ;merupakan' e
tahun pertama maka Alokasi Tahun T-1° tidak. perlu d11s1 SRR
Baris kolom Alokasi Tahun T diisikan dengan alokas1 anggaranii
kegiatan yang akan dziaksanakan : dalam e tahun :
direncanakan. _ e
Baris kolom Alokasi Tahun T+1 duszkan dengan alokas;-ﬁ_'-_f
anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun berakutnyaf S
dari tahun yang dlrencanakan Alokasi- Tahun T+1 “ini d1131 ‘apabila
kegiatan tersebut - -diselesaikan leblh dan satu - tahun.
Dalam hal kegmtan tersebut  dalam tahun - yang d1ren _'nakanf
merupakan tahun terakhlr maka Aloka51 Tahun T+1 t1dak pez Tu: -
diisi. : : :

Indikator dan tolok ukur kinerja keg1atan L G T e
1) Kolom tolok ukur kinerja  diisi dengaﬂ toiok ukur kmer}a ciariz S
setiap masukan dapat berupa gumiah dana,
jumlah jam kerja, jumlah - peraiatan / teknologl
dibutuhkan untuk menghasﬂkan keluaran. )
anggaran yang direncanakan. - Tolok ukur kin rja
keluaran diisi dengan Jumlah keluaran -yang -2
dalam tahun anggaran : yang d;rencanakan""*”

dapat dlukur : pencapa1annya atas _ _ progra
masukan, keluaran dan - hasﬂ yang dztetapkan daiam“
tolok ukur kinerja. _ :

Baris kolom Kelompok sasaran keg1atarl d11$1
terhadap ka_raktenstlk kelompok sasaran seperti
dan gender. : -

mendanai pelaksanaan sub keg1atan yang dire" 1
mempedomani Peraturan' Menteri Dalam Negeri’ mengenax Klasﬁ“ikam '
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangai

Baris kolom Lokam d11sakar1 d1181 dengan : nama
tempat setiap - sub- kegiatan dilaksanakan. L
dimaksud dapat berupa nama desa / kelurahan atau k'

Baris kolom - Sub - keluaran dnslkan ba1ang ata____.__..
dihasilkan  oleh -sub - keglatan o yang ke
mendukung pencapaian - sasaran __c_ian tu;uan
program dan kebijakan.: NSRRI SR

Baris kolom  Waktu - peiaksanaan dnslkan dengan -
pelaksanaan dari sub - kegiatan “yang akan d1mula1
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u.  Baris kolom Keterangan diisi dengan, antara Iam
1} kode 1: menunjang pendidikan;
2) kode 2 : menunjang kesehatan;
3) kode 3 : infrastruktur; -
4) kode 4 : prioritas nasional bagi Provinsi dan Kabupaten / Kota
5) kode 5 : prioritas daerah bagi Kabupaten/Kota. :

v. Kolom 1 (kode rekemng) diisi dengan nomor kode rekenmg keiompok
jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja. -

w. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek'
rincian objek dan sub rincian objek belanja, :

%x. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat bempa Jumlah R
orang/pegawai dan barang. S

y. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari’ target rzncmn objek_-' e
yang direncananakan seperti unit, waktu/jam/hari/ bulan /. tahunf
ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagamya R :

z.  Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan’ dapat bempa taraf .
harga, tingkat suku bunga, nilai kurs. SRR R
aa. Kolom 6 {(jumlah) diisi dengan jumlah perkahan antara volume dengan” R
harga satuan. - RERENE BN
bb. Setiap jumlah uraian sub rincian  objek dzjumlahkan 'menjs;di'_' S
jumlah sub rincian objek belanja. Setiap jumlah sub rincian . ¢
objek pada masing- masing rincian - objek . belanja - selamutnya‘-'-:*-x
dljumlahkan menjadi rincian objek belanja berkenaan. Setiap jumlah
rincian objek pada masing-masing - objek - belanja selanjutnya.
dljumlahkan menjach objek belanja berkenaan: Setiap objek beianja pada =
mas1ng~masmg jenis belanja kemudian dljumlahkan menjadi jumlah = .
jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah- -
kelompok belanja yang dituangkan dalam formulir RKA- BELANJA SKPD. - S
cc. Baris kolom jumlah anggaran sub keg1atan mempakan penjumlahanf L
dari seluruh kelompok belanja yang tercantum dalam angka 28 e
dd. Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD dapat d1perbanyak sesum:_?'.;.-.
dengan kebutuhan. e
ee. Apabila Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD leblh darl satuf_' S
halaman, pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mula1 dari oo
rincian belanja kegiatan per sub kegiatan satuan kerja perangkat da_:__ ah? S
dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. =~ = - e
ff.  Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA RINCIAN;_J
BELANJA SKPD e
gg. Formulir RKA - RINCIAN BELANJA. SKPD dztanda‘i:angam oleh Kepaia?j_”:-: o
SKPD dengan mencantumkan . nama: lengkap dan NIP y&mg._ﬁ_
bersangkutan, i

hh. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formuhr R_I_{A RINCIAN-;' _
BELANJA SKPD oleh Tim Anggaran Pémerintah Daerah Apabila- terdapatf;z-_f
catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran: Pemerintah Daerah . =
untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dzcantumkan dalam ban'" i

catatan hasil pembahasan.

ii.  Seluruh anggota tim anggaran pemelntah daerah menandatan_gamf- s
formulir RKA - RINCIAN BELANJA  SKPD yang telah dlbahas yang;'-;_-:{:-:
dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan. = =

jj.  Apabila formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD' 1eb1h dari satu haiamanfi
maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom : tanda tangan danég
nama lengkap Kepala SKPD, serta’ keterangan tangga} pembahasan S
catatan hasil pembahasan, nama, NIP, Jabatan dan tanda tangan szg'_-.- s
Anggaran Pemerintah Daerah dltempatkan pada’ halaman terakhir =

HAR AN BRAY . 32
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kk.

1L

Selanjutnya setiap lembar RKA - RINCIAN BELANJA SKPD yang =
telah  dibahas diparaf: oleh = setiap = anggota Tim Anggaran =~
Pemerintah Daerah. : : BRI
Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD merupakan  input =
data untuk menyusun formulir RKA - SKPD dan RKA <
BELANJA SKPD. : R ' B 5




